BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULALAN RIAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)

Mengingat

o

£ 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama,

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerna
Pemermtah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam
perubahan kebijaken umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah scrta perubahan prioritas dan  plafon
anggaran sementara yang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah pada tanggal 20 September 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

2. Undang ...



'E'..Il

2

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-lUIndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolasan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
54935) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6573;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republk Indonesia Nomor 5587), scbagaimana telah diubah
beberapa ...



10.

11.

12,

13,

14.

15.

3
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ([Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 657 3);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 67a7);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana ...
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scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubshan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistemn Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi
Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomaor 4605);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45614

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

21. Perataran ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Dana Desa (Lembaran Necgara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor |1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 8321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) Scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3864},

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950},

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyvat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambshan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
2B, Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerntah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negaras Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
gerta  Pelaksanaan dan Pertanggungijawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067];

a4 Peraturan ...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor ©630] scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 78 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
dalam HNegeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuanpan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menternn Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
lentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di hingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alckasi dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581); scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Fenggunaan ...
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Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomaor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Beritar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penvusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021
tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomeor 936);

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Dacrah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)] Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52)

. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
{Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Nomer 53);

Dengan...
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
Dan
BUPATI BINTAN
MEMUTUSKAN:
Mcnctapkan | PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula
sebesar Rp.1.298.285.014.519,- bertambah [ berkurang gsebesar
Rp. (61.601.278,765) schingga menjadi Rp. 1.236.683.735.754,- dengan
rincian sebagal berikut:
1, Pendapatan daerah

a. Semula Rp. 1.254.376.125.173

b. Bertambah / {berkurang] Rp. (154.475.922 938)

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.099.900.202.235
2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.208.285.014.519
b. Bertambah / (berkurang) Rp. (561.601.278.765)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.236.683.735.754

3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Kp. 43.008.8589. 346
2) Bertambeh/ (berkurang] Rp. 92.874.644.173
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah
perubahan Kp. 136.783.533.519
b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp. O
2] Bertambah /(berkurang)] Rp. 0
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan Rp. 0
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 136.78B3.533.519
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 136.783.533.519

Pasal 2 ...
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Pasal 2
Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah
1) Semula Rp. 393.379.243.878
2) Bertambah [ {berkurang) Rp.(177.389.345.663)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 215.9589.894.215

b. Pendapatan transfer
1) Semula Rp. 860.9956.881.2G5
2} Bertambah / (berkurang) Rp. 22.913.426.725
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.883.910.308.020

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp. 0
2) Bertambah [ (berkurang) Rp. O
Jumlah lain-lain pendapatan dacrah yang
sah setelah perubahan Rp. O

Pasal 3
(1) Pendapatan asli dasrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
bersumber dari:
a. Pajak daerah;
1) Semula Rp. 318.424.564.000
2] Bertambah/(berkurang) Ep.(156.127.018.000)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 162.297.546.000

b. Retribusi daerah;
1) Semula Rp. 10.797.207.000
2) Bertambah /({berkurang) Rp. 68.213.000

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 110.865,420.000

¢. Hasil pengelolaan kekayaan dacrah yang di pisahkan;
1) Semula Rp. 10.477.231.219
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah setelah perubahan Rp. 10.477.231.219

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
1} Semula Rp. 53.680.241.659
2) Bertambah /(berkurang) Rp.[21.330.544.663)

J“:ulm [} ]
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Jumlah lain-lain pendapatan asl
daerah vang sah setelah perubahan Bp. 32.349.696.996

(2} Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,

bersumber dani:

(3]

a.

Tranafer pemerintah pusat

1) Semula Rp, 810.011.434.000

2) Bertambah /(berkurang) Rp. (328.979.588)

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp. BO09.682 454 412

. Transfer antar daerah

1) Semula Rp. 50.985.447.295
2) Bertambah /({berkurang) Rp. 23.242.406.313
Jumlah transfer antar daerah setelah perubshan Rp.  74.227 853.608

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf ¢, bersumber dari:
a. Pendapatan hibah

1) Sermula Rp. O
2) Bertambah /(berkurang) Rp. O
Jumlah hibah setelah perubahan Rp. ©

b. Dana darurat

1) Semula Rp. O
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. O
Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. O

¢. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangar

1] Semula Rp. O

2] Bertambah / (berkurang) Rp. O

Jumlah [ain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp. 0

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula Rp. 988.137.927.408
2) Bertambah /(berkurang) Rp. (21.184.824.008)
Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 966.953.103.400

b, belanja...



12

b. Belanja modal;

1) Semula Rp. 181.891.081.552
2) Bertambah / {berkurang) Rp. (19.939.756.619)
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 161.951.324.933

. Belamga tidak terduga;

1) Semula Rp. 10.708.506.359
2) Bertambah / (berkurang) Rp. (5.225.488.838)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 5.483.017.521

d. Belanja transfer;

1) Semula Rp. 117.547.499.200

2] Bertambah / (berkurang) Rp. (15.251.209.300)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 102.296.289.900
Pasal 5

{1} Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdin

atas;

a. Belanja pegawai

<

1) Semula Rp. 531.446.937.391
2) Bertambah /({berkurang) Rp. (14.702.319.122
Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 516.744.618.269

. Belanja barang dan jasa

1} SBemula Ep. 383.003.590.688

2} Bertambah /(berkurang) REp. (8.407.811.941]

Jumliah belanja barang dan jasa setelah

perubahan Rp. 384.595.778.747

. Belanja bunga

1} Bemula Rp. 0
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0

. Belanja subsich

1) Bemula Rp. 1.900.000.000

2) Bertambah /(berkurang) Ep. O

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 1.900.000.000
Belanja hibah

1) S8emula Ep. 55.258.599 329

2) Bertambah /(berkurang) Rp. {1.339.192.945)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 53.919.406.384

f. Belanja. ..
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{. Belanja bantuan sosial
1) Semula Rp. 6.528 800.000
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 3.264.500.000
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 9.793.300.000

(2] Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
8. Belanja modal tanah
1) Semula Rp. 7.805.000.000
2} Bertambah /(berkurang) Rp. (1.B0D5.000.000)
Jumilah belanja modal tanah setelah perubahan  Rp. 6.000.000.000
b. Belanja modal peralatan dan mesin
1} Semula Rp. 49.649.411.481
2} Bertambah/(berkurang) Rp. 931.090.B87
Jumlah helanja modal peralatan setelah

perubahan Rp. 50.580.502.348
¢. Belanja modal bangunan dan gedung
1) Semula Rp. 84.509,120.931

2) Bertambah /(berkurang) Rp.[19.517.354.221)

Jumlah belanja modal bangunan

dan pedung setelah perubshan Rp. 64.921.766.710
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp. 38.505.506.157

2) Bertambah /{berkurang) Rp. 351.943.017

Jumlah belanja modal jalan, irigasi,

dan jaringan setelah perubahan Rp. 38.B57.449.174

c. Belanja modal aset tetap lainnya
1} Semula Rp. 1.422.043.003
2} Bertambah /(berkurang) Rp. 99.563.698
Jumlah belanja aset tetap lainnya
setelah perubahan Rp. 1.521.606.701
f. Belanja modal aset lainnya
1} Semula Rp. O
2] Bertambah /(berkurang) Rp. 0
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud
setelah perubahan Rp. O
(3] Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri
atas belanja tidak terduga, vaitu:
a. Semula Rp. 10.708.506.359
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (5.225.488 838)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan  Rp. 5.483.017.521
{4). Belanja. ..
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(4] Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil
1} SBemula Rp. 32.922.177.100
2] Bertambah/(berkurang) Rp. {15.605.880.500)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 17.316.296.600

b. Belanja bantuan keuangan.
1) Semula Rp. 84 625 322,100
2) Bertambah/(berkurang) Rp.  354.671.200
Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubshan Rp. 84.979.993.200

Pasal 6
Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri
alus:
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Hp. 43.008 889,346

2) Bertambah / (berkurang) Ep. 92.874.644.173
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.136.783.533.519

b. Pengeluaran pembiayaan.
1) Semula Rp. 0
2] Bertambah /(berkurang) Rp. O
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0

Pasal 7
(1) Penerimaan pembiayaan eebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,

terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 43,908 889,346

2) Bertambah /{berkurang) Rp. 92.874.644.173

Jumiah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp.136.783.533.519
b. Pencairan dana cadangan

1) Bemula Rp. O

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0

Jumlah pencairan dana cadangan

setelah perubahan kEp. O

c. Hasil...
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c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
1] Semula Ep. ©
2) Bertambah [ (berkurang] Rp. 0
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah

yvang dipisahkan sectelah perubahan Rp. O
d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp. O

2} Bertambah /(berkurang) Rp. O

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

selelah perubahan Rp. O
€. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

l) Semula Ep. O

2) Bertambah /({berkurang] Rp. O

Jumlah penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah setelah perubahan Kp. O
. Penerimaan pembiayaan lainnya scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
1) Semula Rp. O
2) Bertambah /(berkurang) Rp. O
Jumilah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan
selelah perubahan Rp. O
(2} Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,

terdin atas:
a, Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah

perubahan Ep. O
b, Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0

Jumilah penvertaan modal daerah setelah

perubahan Rp. O
¢. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp. O

2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

vang jatuh tempo setelah perubahan Rp. O

d. Pemberian ..,



(1}

2]

3]

16

d. Pemberian Pinjaman Daerah
1) Semula Ep. O
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. O

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah
pcrub.uh.‘;ln Rp. O
e. Pengeluaran pembiayaan lainnva sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

1) Semula Rp. O
2) Bertambah/(Berkurang] Ep. 0
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp. 0

Pasal 8

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan

Bupati Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yvang belum

tersedia  anggarannya dan/atau  pengeluaran  melebihi  pagu vang

ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam

Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022,

Keadaan darurat sehagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana vang dapat mengganggu kegiatan
pelavanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

g. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yvang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
udak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atan masyarakat.

Pasal ..
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Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ter diri dari;

a, Lampiran |

b. Lampiran Il

c. Lampiran [II

d. Lampiran [V

e, Lampiran V

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

. Lampiran IX

J- Lampiran X

k. Lampiran XI

Ringkasan Perubahan APBD vang Diklasifikasi Menuruat
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menuruat
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Rekapitulasi  Perubahan  Belanja  Menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolasn Keuangan Negara;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD denpan Rancangan
Perubahan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan
Perubahan APBD;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan:

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetaplkan
dengan Peraturan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

Pagal 1D

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah scbagai landasan operasional pelaksanaan

AFPBD.

Pasal ...
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Pasal 11
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah  ini  dengan penempatannya  dalam  Lembaran  Daerah
Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada t3 e __ Oktober 2022

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 28 Oktober 2022

AR RE ?;.., RIS DAERAH

NDREG PERATURAN DJ"LEE"LH EABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR : 7,32/2022



Larmgiran | ¢ Poraturan Daerah Kabupaten Bintan
Momar ¥ Tahum 2022
Targgal 28 Oktober 2022
KABUPATEN BINTAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKAS] MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PEMDAPATAN, BELANIA, DAN PEMBIAYAAN
L TAHUMN ANGGARAMN 2022
Jumdaly Bertamibahy/(Berkurang)
Kode Uraian e
Seholum Porubahan | Setelah Porubahan iRp) %
4  |PENDAPATAN DAERAH
41 :;' """m PATAN ASLI DAERAH 393.379,243.878 215.989.894.215 (177.389.349.663)| 45 %
41,01 Pajak Daerah 118,424 554,000 162,297 546,000 (156127018000 | A9 %
4102 Retribiusi Deersh 10797 207,000 10,865 420,000 68213000 1%
Hasil Pengelolaan Kekavaan
4102 B e 10477231219 10477231219 ol o=
4104 Lain-Eain PAD yarnyg Ssh £3.660.241.659 32.349,696.996 (21330544663 40%
4.2 PENDAPATAN TRANSFER $60,996.881,295 863.910.308.020 22.913.426.725| 3%
4201 PI ELEI ":F"ata” Trensfer Permerintah B10.011.434.000 B9 682 454,417 (12porgses| own
T
4202 e SR Ty et 50.985.447.295 74,227 853,608 R 06113 4w
Jumish Pendapatan|  1.254.376.125.173|  1.099.900.202.235 (154.475.922.938)] 12%
s |sELamsA
L | BELAMJA OPERASI $88.137.927 408 956.953.103.400 (21,184 E24 DOE) b
51.01 Belanjs Pegaws 531.446.:937 351 516744 516,269 narazateizz| 1%
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382 003 500 6ES 384 595 TIB 747 Ba07E1184] 7%
5104 Bedanja Subisidi 1,900 000,000 1.900.000.000 o| ow
£1.05 Beianga Hibah 55.256 599 329 52.919.4D5.3184 (33:e192mas| 2w
51.06 Belania Bantuan Sesin §,528.800,000 5.793.300,000 3.264500000] S50%
532 RELANIA MODAL 121.891.081.552 161.951.324.933 (19.935.756.613) 11 %
520 Belanjs Modal Tanah 7.805.000000 £000,000,000 meosooogon| 23%
52,02 :fi::f Mol Peralatan dan 49,649.411 461 53580 502 348 gaos0esT| 2%
5303 A=y Modsl Gedung din B4 509, 420931 GAFH TEET10 nesiTasazan| 3%
E:.ngunan
5204 e Maaciel Jekan. g, 38,505 506,157 ILOLT A4 174 stadantr| 1w
dian Irigasi
52,05 FEROR Niodal Aset in 1422043003 1521,606.101 99563698 7%
Lainmya o
53 RELAMIA TIDAK TERDUGA 10.700.506.358 5,483.017.521 (5.225.400.038)| 49 %
530 Balanja Tlak Terduga 10, 708.506 355 S4AB3017.521 (hAS ARHHAE| 49%
54 BELANJA TRAMSFER 117.547.439.200 102.296.259.900 (15.261.200.300)| 13 %
5401 Belanja Bagi Hasil 32.822 177100 17316296600 (15605820500, 47m
54,02 Bulanjs Bantuan Keuangan 84625 372,100 B4379,993.300 sae71200] o=
Jumlah Belanja|  1.298.285.014.519|  1.236.681.735.754 (61.601.278.765) 5%
Total Surplus/{Defisit) (43.908.689.346)|  (136.783.533.519) (92.874.644.173)| -212 5%




lampiran | Peraturan Dasrah Kabupaten Bintan
Magmaor T Tahun 2022
Tangoal | 28 Okiober 2022

KABUPATEN BINTAN

PENDAPATAN, BELAMJA, DAN PEMBIAYAAN

RINGKASAN PERUBAHAN APED YANG DIKLASIFIKAS] MEMURUT KELOMPOK DAM JENIS

TAHUN ANGGARAN 2022
Kod Jurnlah (R
Uralan Rpl Bertambah/{Barkurang)
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan (Rp} %
] PIMBLAYAAMN
6.1 PENERIMAAN PEMEBIAYAAMN 43.908.889.346 136.783.533.519 92.8T4644.173| 212 %
Sisa Lebih Perhitungan
1 :
610 Anggaran Tahun Sehelumrya 43906 869 346 136783533579 RIETAR4473| 212 %
Jumilah Penerimasn Pembiayaan 43908 B89 3406 136.783.533.519 S2ATLE44.1T3| 212 %
Jumilah Pengeluaran Pembisyaan i} o ol o%
Pembiayain Metto 43 508889, 346 136.763.530.515 82874644173 | 212 %
Siwa Lebih Pembiayaan Anggaran
a5 Caerah Tahun Berkenaan . " y e
 Fomati Bintan Iz




